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BUPATI NATUNA

PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NoMoR 88 rAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

nrrnirTtr f,ramf tlrll.ErLir-l1l t i-tri'i tJ11fa,

bahwa sesuai dengan Pasal 63 aYat (21

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah bahwa Pemerintah Daerah dapat

memberikan tambahan Penghasilan

kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah

berdasarkan pertimbangan yang obyektif

dengan memperhatikan kemamPuan

keuangan Daetr*Ir;

bahwa sesuai dengan Pasal 39 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ?ahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah bahwa tambahan

penghasilan diberikan dalam rangka

peningkatan kesejahteraan Pegawai

berdasarkan beban kerja atau tempat

b.
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c.

bertugas atau kondisi kerja atau

kelangkaan profesi atau prestasi kerja;

untuk lebih meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dan menjaga integritas

pegawai di Iinglrungan Pemerintah

Kabupaten Natuna, perlu peningkatan

kesejahteraan dan profesionalisme pegawai

melalui pemberian tambahan penghasilan

yang didasarkan pada pencapaian kine{a
dan pertimbangan objektif lainnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b dan hurrf c, perlu menetapkan

Peraturan tsupati tentang ?ata Cara

Pernbayaran Tambahan Penghasilan

Pegawai di Lingkungan Pemerintah

Kabupaterr Natuna.

Undang-Unda4g lt[omor 53 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten

Fe}ahawan, Kabupaten Rokan FX,tllu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kr.rantan Singingi dan Kota

Batam ,{Lembaran l{egara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Repubtrik

'Indonesia lYornor 3902) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang - Undang Nornor 34 Tahun 2CIOB

tentang peru'ba*ran Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

pernbentukan Kabupaten Felalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

d.

Mengingat 1.
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Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingl dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO8 Nomor lO7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a88O);

Undang-Undang Nomor 25 ?ahun 2AA2

tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan

Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO2 Nomor X I 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2371;

Undang-Undang hlomor 17 Tahun 2OO3

tentang Keuangan l.[egara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan tembaran Negara

Republik Xndonesia lrlomor 4286}

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4

tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang lYomor 15 Tahua 2OO4

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungiawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor ffi, Tambahan

Lembaran Negara Stapublik Indonesia

Nomor aaOO|;

2.

3.

4.

5.
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1.t

tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Neggra Republik

Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2o-14

tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4

Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5a9al;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Rep-ublik Indonesia ?ahun 2Al4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republfk Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang B(omor 23 Tahun

2OL4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran iYegara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, ?ambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679l.;

Peraturan Femerintah Nomor 58 Tahun

2OOS tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOS Nomor l4O ,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5781;

7.

8.

9.
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10.

11.
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja trnstansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia l.[omor a6 f a] ;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

(L,ernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O1O Nomor 74, (Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nornor 5135J;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2476 tentang Ferangkat Daerah (Lernbaran

It{egara Rebublik Indonesia Tahun 2OL6

Nomor 11a);

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995

tentang tXari Kerja di lingkungan kmbaga

12.

13.

Pemerintah;

14. Peraturan Menteri

15.

Pendayagunaarr

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 34 Tahun 2011. tentang Pedoman

Evaluasi Jabatan;

Perah.rran Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

nomor 39 Tahun 2OI3 tentang Penetapan

kelas jabatan di lingkungan instansi

pemerintah;

Peraturan Menteri kndayagunan Aparatur

IYegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41

Tahun 2OLB tentang Nomenklatur Jabatan

Pelaksana bagr kgaurai Negeri Sipi} di

Lingkungan Instansi Femerintah'

16.
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t7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Negara Nomor 2l Tahun 2O1O tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2O1O tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013

Nomor 6);

Feraturan Bupati Natuna Nornor 53 Tahun

2Ol4 tentang Sistern dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2A14

Nomor 53) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor

34 Tahun 2A17 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Natuna Nornor 53 Tahun

2OI4 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah fBerita
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017

Nomor 34);

Peraturan Bupati Natuna Nornor 1 Tahun

2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam

rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (Berita Daerah

Kabr-lpaten Natuna Tahun 2018 Nomor 1);

18.

19.

24.

Menetapkan

MEII{UTTJSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAT B} },IT{GKUNGAN PE.E#ER},F$TAH

KABUPATEN NATUNA.

ASSI$TEN
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud

dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.

2" Pemerintah Daerah adalah Bupati dan

Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pernerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Natuna.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang

setanjutnya disingkat FFK adalah pejabat

yang mempunyai kewenangan menetapkan

pengangkatan, p€mindahan dan

pemberhentian Pegawai ASIII sesuai dengan

ketentuan ,Peraturan Pemndang-

Undangan.

Sekr,etaris Daerah adalah Sekretaris

Daerah Kabupaten Natuna.

Tambahan Pengfrasilan Pegawai yang

selanjutnya disingkat TPP adalah

tunjangan yang diberikan kepada Pegawai

di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Natuna yang besarannya didasar&an pada

kelas jabatan, penilaian perilaku, dan

penilaian kinerja pegawai.

3.

4.

5.

6.
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7. Perangkat Daerah adalah Perangkat

Daerah yang terdiri dari Sekretariat

Daerahn Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Badan, Dinas dan

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten

Natuna.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya

disebut Pegawai adalah warga negara

Indonesia ]rang rnemenuhi syarat tertentu,

diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil

Negara secara tetap oleh pejabat pembina

kepegawaian untuk menduduki jabatan

pemerintahan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok

jabatan yang berisi fungsi dan tugas

berkaitan dengan pelayanan fungsional

yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

Jabatan Pelaksana adalah suatu

kedudukara, tugas dan tanggung jawab,

wewen€Lng dan hak seseor€Lng Fegawai

dalam suatu satuan organisasi yang

pelaksanaan tugasn5ra didasarkan pada

keahlian tertentu dan untuk kenaikan

pangkatnya tidak diisyaratkan dengan

angka kredit.

Kelas .Iabatan adalah penentuan dan

pengelompokan tingkat jabatan

berdasarkan nilai suatu jabatan.

8.

9.

11.

12.
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15.

13.

14.

18.

19.

Nilai Jabatan adalah nilai perkalian kelas

jabatan dengan angka rupiah berdasarkan

kemampuan aaggaran.

Disiplin adalah kesanggupan pegawai

untuk mentaati kewajiban dan

menghindari larangan yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan

yang apabila tidak ditaati dijatuhi

hukuman disiplin.

Perilaku Pegawai adalah setiap tingkah

Iaku, sikap atau tindakan yang

dilakut<an oleh pegawai sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.

Kinerja Fegawai adalah hasil kerja yang

dicapai oleh setiap pegawai pada setiap

unit Organisasi Perangkat Daerah sesuai

dengan sa.saran kerj a pegawai.

Aktivitas adalah serangkaian kegiatan

yang ditrakrkan oleh seorang pegawai

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya

sesuai dengan jabatan yang telah

didudukinya pada selliap trnit Ferangkat

Daerah.

Kehadiran adalah tingkat kehadiran

menunrt hari dan jam ncerja yang telalt

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pejabat' Penilai adalah atasan langsung

pegawai yang dinitrai dengan lretentuan

serendah-rendalhnya pejabat Jabatan

Pengawas atau pejabat lain yang

ditentukart-

16.

L7.

ASSI$TEFJ
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21.

20.

22.

23.

24.

-10-

Petugas Pencatat Perilaku adalah pegawai

yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat

Daerah untuk menangani dan

bertanggungiawab atas administrasi
pencatatan perilaku pegawai yang terdiri
dari pencatatan kehadiran dan pencatatan

pelanggaran disiptin pegawai di lingkungan

Perangkat Baerah tersebut.

Petqgas Pencatat Aktivitas adalah pegawai

yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat

Daerah untuk mencatat keterangan atas

aktivitas yang dilakukan oleh pegawai di
lingkungan Perangkat Daerah tersebut.

Cuti adalah keadaan tidak masuk herja

yang diizinkan dalarn jangka waktu

tertentu.

Tanpa Keterangan adakrh kondisi pegawai

ya4g tidak rnasuk bekerja tanpa

memberikan alasan yang sah.

Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran
yang dilakukan oleh pegawai pada jam

masuk dan/atau jam pulang kerja baik

secara elektronik rrlaupun danfatau,

rnanual.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

TPP dimaksudkan untuk mengoptimalkan

pelaksaaaan .turgas dale fulgsi organisasi.

Pemberian TPP bertujuarl :

a. meningkatkan kualitas pelayanan
,kopda rleasy,amkat;

(1)
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b.

c.

d.

-t t- '{

e.

f.

meningkatkan disiplin pegawai;

meningkatkan kinerja pegawai;

rneningkatf(an keadilan dan

kesejahteraan pegawai ;

meningkatkan integritas pegawai; dan

meningkatkan tertib administrasi

pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASII,AN PEGAWAI

,Pasai 3

TPP yang diberikan kepada Pegawai terdiri dari:

a- TPP berdasarkan Bcban Keda;

b. TPP berdasarkan Te.rnpat Bertugas;

c. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan

d. TPP hrdasarkan Kondisi Kerja.

BAB IV

TAMBAHAN PENGHASII,AN PEGAWAI

BERDASARKAN BEBAN KERJA

Bagian Kesatu

Besaran Pernbayaran Tambahan Penghasilan

Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

TPF berdasar{<an beban kerja ditentukan

der.rgar pertirnbengaa Nih*i Jabatan.

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana

dirnaksud pada ayat {1} merupakan nilai

tertinggi ?PP Elerdasarkan Beban Kerja

yang diterima pegawai setiap bulan.

{q

t2l
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Pasal 5

Nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 4 ayat (1} merupakan niXai perkatrian

kelas jabatan dengan angka rupiah

berdasarkan kemampuan Daerah.

Penetapan kelas jabatan sehagaimana

dimaksud ayat (1) merupakan hasil

evaluasi jabatan dengan

mernpertimbang!<an unsur-unsur

klasilikasi jabatan, kompleksitas

pelaksanaan kerja, darnpak pelaksanaan

tugas dan tanggung[awab yang ditetapJcan

dengan Keputusan Bupati.

Besaran TPP kelas jabatan F-I'Pkj) adalah

indeks harga suatu pekerjaan (IH) dikali

nilai rata-rata suatu jabatan (N rata rata)

dikali faktor penyeimbang FP) ditambah

faktor tambahan (FTl, dengarl rumus

TPPId = IHxNrata-ratax{FP+ FT}

Indeks harga sua:tu pkerjean dihitung dari

Upah lu{iraiixr{rflr{ Ka,bupaten di:bagi fatr<tor

pembagi nilai rata-rata. kelas jabatan

terendah,

tsagr daeratr atau unit keqia yang

dinilai memiliki beban kerja dan

kompleksitas ti*ggi maka falctcr

penyeimbangrrya menggunakan faktor

tambahan 1.

(21

(3)

(4)

{s}
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Nilai Jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (I) dapat dilakukan pembahan

apabila telah nremperoleh persetqiuan dari

Bupati berdasarkan rekomendasi Tim

Anggaran Pemerintah Daerah.

Besaran TPP berdasarkan beban kerja

berdasarkan Kelas Jabatan sebaqaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Pasal 6

TP? berdasarkan beban ke{a sebage.imana

dimaksud dalam Pasal 4 tidak

diberlakukan kepada:

a. Pegawai yang rnemangku Jabatan

Fungsional tenaga kependidikan dan

jabatan pelaksana non-kependidikan

yang ada di lingkungan sekolah;

b. Pegawai yang memangku Jabatan

Fungsional medis, perernedis darl

penur{ang medis ya.reg bekerja pada

Rumah Sakit Umum Daerah dan

Puskesrnas beserta jaringan

Puskesmas.

Jaringan Rrskesmas sebagaimana di

maksud pada ayat [1] htrnrf b ada]ah :

a. Fuskesmas Fembanhr {Ptrstu}

b. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

c. Potriklinilc Eersalin Dem fFolindes)

PNS dari instansi iluar daerah yang

dipekerjakan di Daerah diberlakukan TPP

berd.asarkan hban kerja.

{u

{2)

{3}

pL&R^{nF $,tffisRmflNA$l
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Pasal 7

Bagr Perangkat Daerah yang memiliki

beban kerja dan kompleksitas lebih tinggi

dapat diberikan kelebihan TPP

berdasarkan beban kerja di atas nilai
jabatan sebagaim.ana dfunaksud dalam

Pasal 4 ayat (1).

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) meliputi:

a. Perangkat Daerah yang membidangi

Keuangan dan Aset;

b. Perangfuat Daerah yang membidangi

Pqiak dan retribusi;

c. Perangkat Daerah yang rnembidangi

Perencanaan Daerah;

d. Perangkat Daerah yang membidangi

Fengawasan Daerah;

e. Perangkat Daerah yang membidangi

Perizinan dan Penanaman Modal; dan

f. Rumah Sakit Urnum Daerarr*.

Besaran kelebihan TPF berdasarkan beban

kerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 ditetapka* dengan

Keputusan Bupati.

Bagian Kdtra
?ata Cara'Pemberian

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan

Beban Kerja

Pasal 8

Fernberian T'FF herdasarkan beban kerja

dilaln-lkan deagan memperhatikan:

(21

{3)
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b.
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perilaku Pegawai; dan

kinerja Pegawai.

Pasal 9

Total TPP berdasarkan beban kerja yang

ditertuna {TPPbH adalah Total TPP

berdasarkan kelas jabatan (TPPkj)

dikurang potongan pencatatan perilaku

pegawai (PP) ditarrbah potongan

pencatatan kinerja pegawai (KP), dengan

rumus:

TPPbk=TPPhi -(PP+KP)

Fotongan pe*catatan kornponen Feril'a]rtr

Pegawai adalah jumlah total potongan

persentase pencatatan perilaku pegawai

(PP) dftalikan 5tr25 (Iima puluh persen) dari

nilai rupiah TPP berdasarkan Kelas

Jabatan (TPPki), dengan rumus:

PP = X o/o?P x {5O% x TPPki}

Potongan pencatatan komponen Kinerja

Pegawai adalah jumlah total ptongan
persentase pencatatan Kfueerja Pegawai (KP)

dikalikan 50o/o (lima puluh persen) dari

nil+ rupiah TPP berdasarkan Kelas

Jabatan {TPPki}, dengan rumus:

KP=,%KPx(5oo/oxTPP$)

(2)

(3)
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Pasal 1O

Potongan pencatatan komponen Perilaku

Pegawai adalah akumulasi persentase dari

potongan persentase ketidakhadiran Pegawai,

persentase ketidakikutsertaan Pegawai dalam

apel/upacara/ kegiatan olahraga dan persentase

penjatuhan hukuman disiplin.

Pasal I1
Potongan pencatatan komponen Kinerja Pegawai

adalah aktrrnulasi persentase dari potongan

persentase aktivitas Kerja Fegawai yang tidak

memenuhi target waktu.

Pasal 12

Komposisi TPP berdasarkan beban kerja

yang diberikan'kepada Fegawai yaitu:

a. TPP Berdasarkan Beban Kerja

komponen perilaku Pegawai diberi

bobot 50o/o (Iirna puluh persen);

b. TPP tserdasarkan Beban Kerja

komponen kinerja Pegawai diberi

bobot 5O3/o{lirna, puluh persen).

Pembayaran dan pemotongan TPP

berdasarkan beban kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat {1} hulruf a dilakukan

dengan memperhitungkan :

a. tingkat kehadiran menurut hari dan

jarn kerja yang berlaku;

b. tingkat kehadiran pada kegiatan apeL/

upacara/ kegiatan lainnya;

c" pelanggaran disiplin yang dilakukan
pegawai.

(1)

(2t

Fnnsr Koo8nlq{Aq-
699t$rEr{
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Pembayaran dan pemotongan TPP

berdasarkan beban kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat {2} huruf b dilakukan

dengan memperhitungkan serangkaian

pelaksanaan aktivitas Pegawai yang terdiri

dari pelaksanaan .aktivitas, output aktivitas

dan waktu pelaksanaan aktivitas yang

dihitung setiap hari kerja.

Pemotongan TPP berdasarkan Beban Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3} dinyatakan datrarn 0z6 (persen).

Pernotongan TPP berdasarkan tseban Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3} dihitung secara kurnulatif dalam 1

{satq} bulan dan paling banyak sebesar

1OO% (seratus persen).

Pasan L3

Pegawai yang melaksanakan tugas atau

kegiatan berikut tidak dikenakan

pemotongan TPP berdasarkan beban kerja

perhari untuk komponen perilaku dan

komponen kinerja, 5raitu:

Pegawai yang melaksanakan

perjalanan dinas luar daerah dan

dalam daerah;

Pegawai yaqg rnengikuti pendidikan

dan pelatihan (Diklat), bimbingan

teknis; seminar, sosialisasi,

sarasehan, penataran dan sejenisnya

bertempat di dalam kota;

{4}

{s}

(1)

a.

b.

ffiar KoGRDINASI
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c. Pegawai yang mengikuti kegiatan

keagamaan, olahraga, seni budaya

dan kernas.yarakatan dan sejenisnya;

d. Pegawai yang melaksanakan tugas

kedinasan di luar kantor seperti rapat,

sosialisasi" kunju.ngan lapaqgan,

monitoring dan kegiatan dinas di luar

kantor lainnya yang menyebabkan

tidak dapat mengisi daftar hadir pada

jam masuk atau jam pulang.

Pegawai yang mendapat perintah

melakukan pe{alanan dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (U huruf a wajib

menyampaikan Surat Perintah Trrgas dari

Kqpala Perangkat Daerah,

Pegawai yang mendapat perintah

mengiln:ti kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (lt huruf b dinyatakan

melaksanakan Dinas Dalam Daerah dan

wajib menyampaikan Surat Perinhh T\rgas

dari Kepala Perangkat Daerah.

Pegawai yang mengikuti kegiatan

sebagairnana dirnaksud'pada ayat (I) hunf
c wqiib mendapatkan surat dari organisasi

yang berwenang dan Surat Perintah T\rgas

dari' KepaEa krangkat Daerah dibuat

rnenurut contoh sebagairnana tercantum

dalam Lampiran I yang mempakan bagian

tidak terpisahkan dari Feraturan Bupati

ini.

(21

(3)

(4)
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T\rgas Kedinasan di luar kantor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c harus dinyatakan dengan Surat

Penugasan dari atasan langsung dibuat

menurut contoh sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pengecualian pemotongan TPP

berdasarkan Beban Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1),dihitung mulai dari

tanggal awal bertugas sampai dengan

tanggal akhir berlugas sebagaimana y€rng

tercantur,n pada sr:rat perintah tugas atau

surat tugas.

Fasal 14'

TPP berdasartcan Beban Kerja tidak diberikan

kepada pegawai yang:

a. diperbantukan/dipekerjakan pada badanl

instansi lain di 'luar lingkup Pemerintah

Daerah;

b. menjalankan Cuti besar dan Cuti Di luar
Tanggungan 'il{egara;

c. tidak mempunyai tugas/ pekerjaan/

jabatan;

d. diberhentikan sementara karena ditahan

oleh pihak yang berwajib karena menjadi

tersangka tindak pidana;

(6)
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diberhentikan dan sedang menga,iukan

banding administratif kepada Badan

Kepegaw.aian Negara yang, tidak dtiz.inan

masuk bekerja atau mengajukan gugatan

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

diberhentikan secara hormat atau tidak
hormat.

Bagian ketigp

Penataus ahaan Pencatatan

Perilaku Pegawai

Pasal 15

Pencatatan Ferilaku Fegawai adalah pencatatan

kehadiran Pegawai dilarrangi persentase

ketidakhadiran, terlambat masuk kerja, pulang

cepat waktu, tiddk apel. dan persentase hukuman

disiplin.

Pasal 16

Jumlah Jam Kerja di Iingkungan

Pemerintah Daerah dalam 1 {satu) minggu

adalah pating sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh
setengah) jarn.

(21 Jam kerja unhrk setiap hari kerja

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

untuk Perangkat Daerah atau unit kerja

yang melaksanakan 5 (lima hari) kerja

,adalah sebagai berikut:

(1)
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a. hari senin sampai hari kamis pukul

o8.oo - 16.00 wIB
(Istirahat Pukul 12.OO - 12.30)

b. hari jumat pukul O8.OO - 15.30 WIB

(Istirahat Ibadah Sholat Jumat pukul

11.O0 - 13.00 WrB)

Jam kerja untuk Setiap Hari Kerja

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

unhrk Perangkat Daerah atau unit kerja

yang melaksanakan 6 (enam hari) kerja

adalah sebagai berikut:

a. Hari Senin sampai Hari Kamis Pukul

07.30 -14.30 WIB

(Istirahat Pukul 12.O0 - 12.30)

b. Hari Jumat Pukul 07.30 - 1 1.OO WIB

c. Hari Sabhr Pukul 07.30 - 13.30 WIB

Jam Kerja untuk Perangkat Daerah yang

melaksanakan jam kerja berdasarkan

Pergantian Petugas piket/jaga diatur oleh

Perangkat Daerah masing-masing.

Jam kerja pada bulan Ramadhan mengacu

pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Setiap pegawai wajib mencatatkan waktu

kedatangan dan kepulangan kerja secara

elektronik dan/atau manual;

Pencatatan Kehadiran secara elektronik

menggunakan peralatan absensi sidik jari

dan aplikasi pencatatan kehadiran.

Pencatatan kehadiran dilakukan secara

manual, jika:

a. sistem pencatatan kehadiran secara

elektronik belum tersedia di unit
kerja;

(4)

(5)

(1)

(21

(3)
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b. perangkat dan sistem pencatatan

kehadiran secara elektronik

mengalami kerusakan atau tidak

berfungsi;

c. Fegawai be'lum terdaftar dalam sistem

rekam kehadiran secara eletronik;

atau

d. dimensi anggota tubuh (sidik jar$

pegawai tidak terbaca dalam sistem

pencatatan kehadiran secara

elektronik.

Daftar Hadir dibuat secara mingguan

untuk setiap bulannya oleh Perangkat

Daerah masing-masing.

Bentuk Daftar Hadir mingguan dibuat

menurut contoh sebagaimana tereantum

pada Larqriran IU 5rang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Pasal 18

Pencatatan kehadiran Fegawai pada setiap hari

ke{a atau piket diatr-er sebagai berikut:

a. hadir dinyatakan dengan huruf H yang

dibuktikan dengan pengisian daftar hadir;

b. tidak masuk kerja dinyatakan dengan

huruf TMK adalah kondisi tidak masuk

kerja sesuai jarn kerja.

(4)

(s)
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cuti tahunan dinyatakan dengan huruf CT

dinyatakan dengan surat pemberian cuti

oleh pejabat yang berwenang dan tidak

melebihi batas cuti tahunan pegawai yang

bersangkutan pada tahun berjalan;

cuti sakit dinyatakan dengan huruf CS

yang dibuktikan dengan Surat Keterangan

Dokter atau Petugas Kesehatan yang

berwenang. dan surat cuti dari pejabat yang

berwenang;

cuti bersalin dinyatakan dengan huruf CM

yang dibuktikan dengan Surat Keterangan

dari Bidan atau Dokter dan Surat Cuti

Bersalin dari pejabat yang berwenang;

cuti karena alasan penting dinyatakan

dengan huruf CP sesuai dengan

persyaratan dan dibuktikan dengan Surat

Cuti Karena Alasan penting dari pejabat

yang berwenang;

cuti. ,besar di.nyatakan dengan huruf CB

sesuai dengan perryaratsn dan dibuktikan

dengan Surat Cuti Besar dari pejabat yang

.berwenang;

tugas belajar dinyatakan dengan huruf TB

bagi Pegawai yang memiliki Surat

Keputusar.l thegas Belajar dan sesuai

dengan r,nasa tugas belqlar yang diberikan;

perjalanan dinas dalam daerah dinyatakan

dengan hr-lruf DD yang di,buktikan dengan

Surat Perintah dari Pejabat yang

berwenang;

d.

e.

f.

h.

1.
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perjalanan dinas luar daerah dinyatakan

dalam huruf DL yang dibuktikan dengan

Surat Perintah dari Pejabat yang

berwenang;

penugasan atau tugas dinyatakan dalam

huruf TU seperti mengikuti rapat,

sosialisasi, kunjungan lapangan,

monitoring dan kegiatan sejenisnya yang

dilakukan di luar lokasi unit kerja dan

tidak menghabiskan 1 (satu) hari kerja

yang dibuktikan dengan Surat penugasan

dari Pejabat yang berwenang;

terlambat masuk kerja antara 15 menit

sampai dengan 90 menit setelah jam

masuk ke{a dinyatakan dengan huruf TL;

pulang cepat tanpa keterangan antara 15

menit sampai dengan 9O menit sebelum

watu Pulang Ke{a dinyatakan dengan

huruf PC;

terlarnbat masuk kerja danfatau pulang

cepat lebih dari 90 menit dinyatakan

dengan huruf TMK.

Pasal 19

Pencatatan kehadiran Pegawai pada

kegiatan apel, upecara dan olahraga

dicatat ke dalam Fencatatan Perilaku

Pegawai yang bersangkutan dan dihitung

per bulan.

1.

J.

k.

m.

n.

(1)
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Pengahrran

berikut:

kehadiran apel sebagai

.a* hadir dinyatakan dengan huruf H

yang dibuktikan dengan pengisian

daftar hadir absensi apel;

b" tidak hadir dinyatakan dengan TK;

dan

c. tidak ada pelaksanaan kegiatan apel,

upacara atau olahraga bersama pada

hari tersebut dinyatakan dengan

huruf NA.

Daftar tradir kegiatan apet, upacara dan

olahraga bersama dibuat secara mingguan

untuk setiap bulannya.

Bentuk daftar hadir apelo upacara dan

olahraga bersama sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IV yang menrpakan

bagian tidak telpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 2O

Pelanggaran disiplin dicatat ke dalam

Pencatatan Perilaku Pegawai yang

bersangkutan dan dihitung per bulan.

Pemotongan TPP berdasarkan Beban Kerja

Komponen P,erilatiu untuk pelanggaran

disiplin mulai berlaku pada bulan

berikutnya.

(3)

(4)

(1)

(21
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Pasal 21

Pencatatan Pelanggaran disiplin Pegawai diatur

sehagai berikut:

a. Pelanggaran hukuman disiplin tingkat

ringan berupa Teguran Lisan dinyatakan

dengan huruf R1;

b. Pelanggaran hukuman disiplin tingkat

ringan berupa Teguran Tertulis dinyatakan

dengan huruf R2;

c. Pelanggaran hukuman disiplin tingkat ringan

berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

dinyatakan dengar:. htlmf R3;

d. Pelanggaran hukuman disiplin tingkat

sedang berupa penundaan kenaikan gaji

berka{a dinyatakan dengan huruf S tr ;

e. Pelanggaran hukuman disiplin tingkat

sedang berupa Fenundaan Kenaikan

'Fangkat dinyatakan dengan huruf 32;

f. Pelanggaran hukuman disiplin tingkat

sedang berupa penururran pangkat 1

tingkat lebih rendah selama I (satu) tahun

dinyatakan dengan huruf 53;

g. Pelanggaran hukuman disipl,in tingkat

berat berupa penurLrnar:l pangkat setingkat

lebih rendah selarna 3 (tiga) tahun

dinyatakan dengan huruf EI;
h. Pelanggaran hu.kusran disiplin tingkat

berat berupa pemindahan dalam rangka

penurunan jabatan seti*gkat lebih nendah

dinyatakan dengan hur-uf B2;

i. Pelanggaran hukuman disiplin tingkat

berat bertrpa pernbehasan jabataa

dinyatakan dengan huruf f}3.



(1)

{2t

Pasal 22

Rekapitulasi catatan perilaku Pegawai

terciiri ciari catatan kehaciiran, catatan apei

dan catatan pelanggaran disiplin dilakukan

setiap buian.

Petugas pencatat perilaku Pegawai

mencatat cian menghitung jumiah

ketidakhadiran Pegawai sesuai jam kerja,

keticiai<ha<iiran ciaiam apeliupacaral

olahraga bersama dan catatan pelanggaran

ciisipiin ke daiam iormuiir Catatan Periiai<,r,r

Pegawai per-bulan.

Bentuk catatan perilai<u cian penghitungan

potongan TPP berdasarkan beban kerja per

Buian dibuat menurut contoh

sebagaimana tercantum pada Lampiran V

yang menrpakan bagran tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Petugas Pencatat Peniai<u Pegawai

merekapitulasi pencatatan dan

penghitungan potongan TPP berciasarkan

beban kerja komponen perilaku Pegawai di

Perangkat Daerah atau unit kerja masing-

masing.

Bentuk rekapitrriasi pencatatan cian

penghitungan TPP berdasarkan beban

kerja komponen periiaku masing-masing

perangkat daerah dibuat menurut contoh

sebagaimana tercantum <iaiam i.,ampiran

VI yang merupaka.n bagran tidak

terpisahkan ciari Peraturan Bupati ini.

i3)

(4i

(s)
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Bagian keempat

Penatausahaa.n Pencatatan

Kinerja Pegawai

Pasal 23

Penilaian Kinerja Pegawai terdiri dari

aktivitas yang dilakukan oleh Pegawai

setiap hari keqia yang disetqiui oleh atasan

langsung yang terdiri dari tugas pokok dan

tugas tambahan.

Tugas Fokok yang dilakukan sesuai

dengan target yang telah ditetapkan dalam

sasaran kerja Pegawai.

Tahapan pekerjaan untuk tugas pokok

berpanduan pada bank aktivitas yang telah

dibuat untuk masing masing jabatan.

T\rgas tambahan yang dilakukan adalah

aktivitas di luar tugas pokok yang bersifat

mendukung pelaksanaan kerja.

Setiap Fegawai yang melakukan input

aktivitas pada sistem/aplikasi wajib

menyimpan dokumenlbukti pendukung

secara mandiri.

Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat

(I) disampaikan kepada atasan langsung

untuk ditrakukan penilaian.

Atasan langsung secara berjenjang wajib

memberi pengawasarl dengan mernhri
persetqiuan atau rnenol.ak atas capaian

yang diinput bawahan.

(s)

(6)

(7t
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Penilaian kinerja Pegawai merupakan

akumulasi catatan aktivitas harian

Pegawai selanra L {satu} bulan.

Pasal 24

Batas waktu minimal aktivitas Pegawai

dalam 1 (satu) hari kerja sesuai Waktu

Kerja Efektif.

Perhitungan waktu kerja efektif untuk
pelaksanaan Perangkat Daerah yang

menerapkan 5 (Iima) hari kerja yaitu paling

sedikit 3OO {tiga ratus} menit dari hari

Senin sampai dengan Kamis dalrr 21O (dua

ratus sepuluh) menit pada hari Jumat.

Perhitungan waktu kerja efektif untuk
pelaksanaan Perangkat Daerah yang

menerapkan 6 (enam) hari keda yaitu

paling sedikit 26O {dua ratus enarn puluh)

menit dari hari Senin sampai dengan

Kamis, 150 fseratus lima puluh menit)

pada hari Jumat dan 2LO (dua ratus

sepuluh menit) pada hari Sabtu.

Perhitungan waktu lrerja efektif bag,

Fegawai yang menerapkan sistem kerja

piket/jaga yaitu sebesar 75% (tujuh puluh

lima persen) dari lamanya I (satu) kali

giliran piket/jaga.

Pasa} 25

Pegawai wqiib menginput aktifititas harian

sebagai dasar penilaian kinerja pada

aplikasi yang tersedia.

{3}

(4)
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(2)

(3)

Formulir aktivitas harian Pegawai dibuat

menurut contoh sebagaimana tercantum

dalam Lampiran V yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

Waktu pengisian aktivitas harian pada

sistem pencatatan aktivitas secara

elektronik ditetapkan mulai pukul 10.00

sampai dengan puIruI 23.59' yaftg

dilakukan secara berj enj ang.

Dalam hal pencatatan aktivitas secara

elektronik mengalami gangguan teknis

pada hari yang berkenaan, maka pengisian

aktivitas harian pada hari yang berkenaan

ditambahkan pada hari berikutnya.

Verifikasi dilakukan secara berjenjang dari
jabatan terendah sesuai dengan jenjang

padh pta Jahataw.

Atasan langsung memverifikasi dan

bertanggung jawab terhadap catatan

aktivitas Pegawai.

Atasan langsung yang tidak memverifikasi

sesuai batas waktu memberikan

alasan/keterangan.

Atasan langsung yang menolak menyetujui

catatan aktivitas Pegawai memberikan

alasan / keterangan penolakan.

(41

(s)

(6)

m

(8)
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Pasal 26

Petugas pencatat Aktivitas merekapitulasi

dan menghitung pemotongan TPP

berdasarkan Beban Kerja komponen

kinerja Pegawai per-bulan untuk seluruh

Pegawai pada Perangfuat Daerah atau unit
kerja masing-masing.

Bentuk Catatan kinerja Pegawai dan

penghitungan potonggn TPP berdasarka-n

Beban Kerja per-bulan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VIII yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bentuk rekapitulasi pencatatan dan

penghitungan pemotongan TPP

berdasarkan Beban Kerja komponen

kinerja Pegawai masing-masing Perangkat

Daerah sebagaimana tercantum pada

Lampiran IX yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal27

Pegawai yang dikecualikan menginput aktivitas

yaitu:

a. Sekretaris Daerah;

b. Jabatan yang tidak rnenerima TPP

berdasarkan Beban Kerja;

c. Ajudan Kepala Daerah, Wakil Kepala

Daerah, dan Pimpinan DPRD;

d. Supir/Pengemudi Kepala Daerah,

Supir/Pengemudi Wakil Kepala Daerah

dan Supir/Fengemudi Pimpinan DPRD;

(1)

(3)
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Pegawai yang rnelaksanakan Perjalanan

Dinas, cuti besar, cuti di luar tanggungan

Negara, cuti bersalin, cuti sakit, cuti

tahunan, tugas belqiar, dan diklat;

Pegawai yang diberhentikan sementara;

Pegawai yang berstatus tersangka dan

ditahan oleh pihak berwajib selama

menjalani masa penahanan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PEMOTONGAN DAN

PEMEERI{ENTIAX{ TAMBAHAN PBNGHASILAN

PEGAWAI BERDASARKAN BEBAN KERJA

Bagran Kesatu

Tata Cara Pemotongan Tambahan Penghasilan

Pegawai Berdasarkan tseban Kerja Komponen

Perilaku Untuk Pegawai Tidak Masuk Kerja

Sesuai Dengan Hari Dan Jam Kerja

Fasal 28

Pegawai yang terlambat masuk kerja

antara 15 menit sampai dengan 9O rnenit

dari ketentuan jam masuk dikategorikan

terlambat masuk kerja.

Fegawai yang pulang cepat antara 15 menit

sampai dengan 9O menit dari ketentuan

jam pulang dikategorikan pulang cepat.

Pegawai yang tidak masuk kerja selain

melaksanakan tugas, dinas atau cuti

dianggap tidak masuk kerja.

f.

o

(1)

(21

(3)
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Pegawai yang terlambat masuk kerja dan

pulang cepat pada hari yang sarna

dianggap tidak masuk ke-rja=

Pasal 29

Pemotongan pembayaran TPP berdasarkan

Beban Kerja terhadap komponen perilaku

Pegawai kepada Pegawai yang bekerja di

Perangkat Daerah yarlg menerapkan 5

(lima) hari kerja adalah sebagai berikut:

a. Pegawai yang terlambat dikenakan

pernotongan TPP berdasarkan Beban

Kerja komponen Perilaku sebesar

l,5olo (satu koma lima persen) untuk

tiap satu kali keterlambatan;

b. Pegawai yang pulang cepat dikenakan

pemotongan TPP berdasarkan tseban

Kerja l<omponen Perilaku sebesar

L,So/o (satu koma lima persen) untuk

tiap satu kali pulang cePat;

c. Pegawai yang tidak mengikuti

apel / upacara/ olahraga bersama

tanpa keterangan dikenakan

pemotongan TFP berdasarkan Beban

Kerja komponen perilaku sebesar 17o

(satu persen) untuk tiaP kali

ketidakikutsertaan dalam

apel/ upacara/ olahraga bersama.

(4)

(r)
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d. Pegawai yang

dikenakan

tidak masuk kerja

pemotongan TPP

berdasarkan Beban Kelja sebesar 47o

(empat persen) untuk tiap hari tidak

masuk kerja.

Pemotongan pembayaran TPP berdasarkan

Beban Kerja terhadap komponen perilaku

pegawai kepada Pegawai yang bekerja di

Perangkat Daerah yang raenerapkan 6

(enam) hari kerja dan Pegawai yang bekerja

dengan menggunakan sistem piket/jaga

adalah sebagai berikut:

a. Pegawai yang terlambat dikenakan

pemotongan TPP berdasarkan Beban

Kerja komponen Perilat<r sebesar

1,25o/o (satu koma dua puluh lima

persen) untuk tiap satu kali

keter{arnbatan;

b. Pegawai yang pulang cepat dikenakan

pemotongan TPP' berdasarkan Eeban

Kerja komponen perilaku sebesar

L,25o/o (satu koma dua puluh lima

persen) untuk tiap satu kali' pulang

cepat.

c. Pegawai yang tidak mengikuti

apellupacaralolahraga bersama

tanpa keterangan dikenakan

pemotongan TPP berdasarkan Beban

Kerja komponen perilaku sebesar

O,8o/o {nol koma delapan persen} untuk

tiap kali ketidakikutsertaan dalam

apell upacaral olahraga bersama.

'r

{2)
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d. Pegawai yang tidak masuk kerja

dikenakan pemotongan TPP

berdasarkan Bebarl Kerja sebesar 3%o

(tiga persen) untuk tiap hari tidak

masuk kerja.

Pegawai yang ter[ambat atarl ptrlang eepat

tidak dikenakan pemotongan komponen

apel /upacara/ olahraga bersama tetapi

dikenakan pemotongan untuk kor,nponen

terlambat atau pulang cepat.

Pasatr 3O

Pegawai yang mengambil cuti berikut tidak

dikenakan pemotongan TPP Berdasarkan

Beban Kerja dari korrrpocen perilaku,

yaitu:

a. cuti karena Alasan penting;

b. cuti bersalin;

c. cuti sakit sampai dengan 6 bulan;

d. cuti tahunan.

Pegawai yang menjalani cuti saldt lebih

dari 6 (enam) bulan tidak mendapatkan

TFP tserdasarkan Beban Kerja komponen

Perilaku-

Pegawai yang menjalani T\rgas Belajar

tidak mendapatkan TPP Berdasarkan

Beban Kerja komponen Perilaku"

Pegawai yang menjalani cuti besar tidak

mendapatkan TPP Berdasarkan tseban

Kerja Komponen Perilaku.

(u

(21

(3)

(4)
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Bagran Kedua

Tata Cara Pemotongan Tambahan Penghasilan

,Pegawai Berdasarkan Beban ,Kerja Komponen

Perilaku Pegawai yang Dijatuhi

Hukuman Disiptrin

Pasal 31

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin

dikenakan peoaotongan TPP Berdasarkan

Beban Kerja dari komponen perilaku

Pegawai.

(2) Feneotongan Pernbayaran

Berdasarkan Beban Kerja

hukuman disiplin ringan, yaitu:

a.. Pqgawai y.ang diiatuhi dengan

hukuman disiplin teguran lisan

dinyatakan dengan huruf (R1,

dikenat<an pernotongan sebesar 2Ao/o

(dua puluh persen) selama 2 (dua)

bulan;

b. Pegawai yang dljatuhi dengan

hukuman disiplin Teguran Tertulis

dinyatakan dengan tn*rrf (R2I

.dikenakan pemotongan sebesar

sebesar 2Oo/o (dua puluh persen)

selama 3 (tiga) btllan;

c. Pegaurai yang diqiatuhi dengan

hukuman disiplin pernyataan tidak

puas secara terttllis dinyatakan

dengan huruf {R3) dikenakan

pemotongan sebesar sebesar 2Oo/o (dua

putruh persen! seBanta 4 (empat) butran.

(1)

TPP

karena
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Pegawai yang diiatuhi hukuman disiplin

tingkat sedang beruPa:

a. Pegawai Yang dijafirhi dengan

hukuman disiPlin Penundaan

kenaikan gaji berkala dinYatakan

dengan huflrf {M1.} d'ikenakan

pemotongan sebesar 3O% (tiga puluh

persen) selama 2 (dua) bulan;

b, Pegawai Yaing diiatrfti dengan

hukuman disiPlin Penundaan

Kenaikan Pangkat selama 1 (satu)

tahun dinyatakan dengan harrlf {M2)

dikenakan Pemotongan sebesar

sebesar 300/6 (tiga ptrluh persen)

selanra 3 {tiga} br-dan;

c. Pegawai Yang dijatuhi dengan

hukuman disiplin penu.runan pangkat

1 tingkat lebih rendala sela'rna 1 (satu)

tahun dinyatakan dengan huruf (M3)

dikenakan Pemotongan sebesar

selbesar 30o/o ttiga puluh persen)

selama 4 (emPat) bulan.

Pegaurai yang dijatuhi hukuman disiplin

tingkat berat beruPa:

a. Pegawai Yang dijatuhi dengan

hukuman disiplin penurunan pangkat

setingkat lebih rendah selama 3 {tiga)

tahun dinyatakan dengan huruf (B1)

dikenakan pernotongan sebesar 4096

{empat puluh persen} selama 2 (dua)

bulan;

(3)

(4)
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Pegawai yang dijatuhi dengan

hukuman disiplin pemindahan dalam

rangka penu.rurrall jahatan setingkat

lebih rendah dinyatakan dengan huruf
(B.2l dikenakan pemotongan sebesar

sebesar 4AVo {empat puluh persen}

selama 3 (tiga) bulan;

Pegawai yang dijatuhi dengan

hukuraan disiplin peorbebasan

jabatan dinyatakan dengan hun.f (B3)

dikenakan pemotongan sebesar

sebesar 4Oo/s (ernpat puh.lh prsen)

selama 4 (empat) bulan.

Pasal 32

Pemotongan TPP Berdasarkan beban kerja

sebagaimana dimaksud dalam Fasal 3l
dikenakan terhituag r.r"rulai bulan

berikutnya sejak keputusan penjatuhan

hukuman disiptin dinyata-kan berlaku.

Pegawai yang dijatuhi hukusran disiplin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

mendapatkan hak cuti besar, cuti'bersalin,

cufi karena alasan penfing, cuti sakit,

diklat maka yang bersangkutan tetap

dikenakan pemotongan TPF Berdasarkan

Beban Kerja komponen perilaku sesuai

jangka waktu yang seharusnya dijalani.

c.

(1)

l?)

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN

KABAG HUKUM

KASUBBAG 9<



-39-

(3) Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

diajukan keberatan' dan, huktrman

disiplinnya diubah, maka TPP

Berdasarkan Beban Kerja Yang

bersanglutan dilakukm lremotongan

sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang

ditetapkan.

Pemotongan atau pernbayaran kernbali

TPP Berdasarkan Beban Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terhitLrng rnulai bulan berikutnya sejak

keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pasal 33

Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman

disiplin dan sedang dikenakan pemotongan

TPP Berdasarkan Eleban Kerja kernudian

dijahrhi hukuman disiplin kembali, maka

terhadap 'kgawai yang bersangkutan

d.ikenakan pemotoagan TPP Berdasarkan

Beban Kerja sebagai berikut:

a.. d"ipotorrg sesuai dengan jenis

hukuman disiplin yang- pertama; dan

b. dipotong kembali sesuai dengan jenis

hukuman disiplin yang berikutnya

setelah selesainya masa pemotongan

sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4)

(1)
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Dalam hal Pegawai dijatuhi hukuman

disiplin dan sedang dikenakan pemotongan

TPP Berdasarkan Beban Kerja kemudian

diberhentikan / mengundurkan diri
sebagai Pegawai f mencapai batas usia

pensiun/ meninggal dunia maka

pemotongan TPP Berdasarkan Beban Kerja

dinyatakan berakhir pada bulan

ber-ikutnya.

Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin

berupa pemberhentian dengan hormat

tidak atas perrnintaan sendiri sebagai

Pegawai, apabila Pegawai yang

bersangkutan mengajukan banding

adminstratif Badan Pertirnbangan

Kepegawaian dan putusan hukuman

disipl,innya rmeringankan Fegawai, sraka

TPP Berdasarkan tseban Kerja yang

bersangkutan untuk bulan berikutnya

dikenakan pernotongan sebagair-nana

dimaksud dalara Pasa{ 3I".

(4) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin

berupa pemberhentian dengan honrnat

tidak atas permintaan sendiri sebagai

Pegawai, apabila Pegawai yang

bersangkutan mengajukan banding

administratif ke Badan Pertimbangan

Kepegawaian dan putusan hukuman

disiplinnya dibatalkan, rnaka TPP

Berdasarkan Beban Kerja yang

bersangkutan dapat dibayarkan kembali;

(21

(3)
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Pemotongan atau pembayaran kembali

TPP Berdasarkan tseban Kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan

ayat (21 terhitung bulan berikutnya

pegawai yang bersangkutan dinyatakan

telah melaksanakan tugas;

Pegawai yang sedang mengajukan banding

administratif ke Badan Pertimbangan

Kepegawaian dan diijinkan untuk masuk

kerja kembali, dikenakan pemotongan

sebesar SOYa (Iima pulun" persen) sesuai

dengan kelas jabatan terakhir yang

didudukinya sampai ditetapkannya

putusan Badan Fertimbangan

Kepegawaian.

Bagian Ketiga

Ta.ta Cara Femotongan Tambahan Penghasilan

Pegawai tserdasarXcart Beban' Kerja Komlponen

Kinerja Pegawai

Fasal 34

(1) Dalam hal Pegawai dalam melaksanakan

keseluruha.n aktivitas dalarn 1 {satu} hari

ke{a rneneapai anrtara 50% (lirrra pu}uh

persen) sampai dengan 9Oo/o (Sembilan

pa*luh persenf dafii waktu kerja efektif

rnaka diketegori,kan Kr.rrang Aktivitas darn

dinyatakan dengan huruf I{A;

(6)
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Dalam hal Pegawai dalam melaksanakan

keseluruhan aktivitas dalam 1 (satu) hari

kerja.krzrang dari 5O% flima. puluh persen)

dari waktu kerja efektif dikategorikan tidak

melaksanakan aktivitas dan dinyatakan

dengan huruf TA.

Pasal 35

Perao.tongan prn:bayaran TPP berdasarkan

Beban Kerja terhadap komponen kinerja

kerja kepada Pegawai yang bekerja di

Pera"ngkat Daerah yang menerapkan 5
(lima) hari kerja adalah sebagai berikut:

a. Pegawai yang kurang melakukan

aktivita.s dikenakan pemotongan TPP

berdasarkan Beban Kerja komponen

kinerja sebesar 7.,5o/o (satu koma lima

persen) per hari;

b. Pegawai yang tidak melakukan

aktivitas dikenakan pemotongan TPP

berdasarkan Beban Kerja kornponen

kinerja sebesar 3% (tiga persen) per

hari.

Pemotongan pernbayaran TPP berdasarkan

Beban Kerja terhadap komponen kinerja

kepada Pegawai yang kkerja d,i Perangkat

Daerah yang menerapkan 6 {enam} hari

kerja dan Pegawai yang bekerja

berdasad<an jadwatr piket/jaga adal,ah

sebagai berikut:

(21

{l}

{4)
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Pegawai yang kurang melakukan

aktivitas dikenakan pemotongan TPP

berdasarkan Beban, Kerja kornponen

kinerja sebesar L,25o/o {satu koma dua

puluh lima persen) per hari;

Pegawai yang tidak rnelakukan

aktivitas dikenakan pemotongan TPP

berdasarkan Beban Kerja komponen

kinerja sebesar 2,5o/o (dua koma lirna

persen) per hari.

Pasat 36

Pegawai yang mengambil cuti berikut tidak

dikenakan pemotollgan TPP Berdasarkan

Beban Kerja dari korrrpoaen Kinerja, yaitu :

a. cuti karena alasan penting;

b. cuti ibersalin;

c. cuti sakit; dan

d. cuti tahunalr..

Pegawai yar€ menjalani cuti ksar tidak

mendapatkan TPP berdasarkan Beban

Kerja komponen Kinerja Pegawai.

,Fegawai yang dibebastugaskan dari
j.abatan karena me}:aksanakan ttrgas

belajar, selama melaksanakan tugas
,bel{ar ma{<a diberikan PP Berdasarkan

Beban Kerja sesuai ketas jabatan

pelaksana, dengan ketentuan:

a.. Pegawai dengan pndidikan terakhir

SLITA sederajat, Diploma I dan Diploma

II dikelompokkan Pegawai Pelaksana

dengan kelas jabatan 5;

(1)

{5}

{3}
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Pegawai dengan pendidikan terakhir

Diploma III dikelompokkan Pegawai

Pelaksana dengan kelas jabatan 6 ; dan

Pegawai dengan pendidikan terakhir

Diploma IV, Sarjana S-I, dan Pasca

Sarjana dikelompokkan Pegawai

Pelaksana dengan kelas jabatan 7.

Bagian Keempat

T\rgas dan Tanggung Jawab Tim dan Petugas

terkait Tambahan Penghasilan Pegawai

tserda.sarkan Beban Kerja

Pasal 37
'PPK membentuk Tim Penilai Kinerja

Daerah;

Tim Penilai Kinerja Daeratr sebagaimana

dimaksud pada ayat {1) bertugas

melakukan validasi terhadap seluruh

unsur penilaian kinerja Perangkat Daerah;

Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim

Penilai Kinerja Perangkat Daerah;

Tim Fenitrai Kinerja Perangkat Daerah

sebagaimana d.imaksud pada ayat (3)

bertugas melakukan validasi terhadap

seluruh unslrr penilaian kinerja baik

perilaku maupu.n kinerja Fegawai di

Perangkat Daerah tersebut.

b.

c.

tt)

(21

(3)

(4)
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(s) Jika terdapat perselisihan pencatatan

perilaku maupun pencatatan kinerja maka

diselesaikan secara bedenjang mulai dari

atasan langsung, pejabat penilai atasan

langsung dan Tim Penilai Kinerja

Perangkat Daerah.

Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan

oleh Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah,

maka diselesaikan oleh Tim Penilai Kinerja

Daerah.

Susunan keanggotaan, uraian tugas dan

tata kerja Tim Penilai Kinerja Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

Tim Penilai Kinerja Perangkat Daerah

sebagaimana yang dirnaksud pada ayat (3)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit

Kerja bertanggung jawab terhadap

keabsahan pencatatan perilaku Pegawai

pada daftar hadir yang telah dibuat .

Kepala Perangkat Daerah atau kepala unit
Kerja menr.rnjuk Petugas Fencatat Perilaku

Pegawai yang mencatat keterangan

kehadiran dan pelanggaran disiplin

Pegawai.

Bagi Perangkat Daerah yang memiliki
jangkauan dan jurnlah Fegawai yang

tersebar dapat menunjuk lebih dari 1

(satu) Petugas Pencatat Perilaku Pegawai.

(6)

(7)

(1)

(2t

(3)
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Bagi Perangkat Daerah yang memiliki
jumlah Pegawai yang sedil<it, Petugas

Pencatat Perilaku Pegawai dapat dirangkap

dengan Petugas Pencatat Kinerja Pegawai.

Petugas Fencatat Feritrbku Pegawai

bertanggungiawab rnencatat keterangan

ketidakhadiran Pegawai dan

mengumpulkan dokumen pendukung

keterangan ketidakhadiran di lingkungan

kerja masing-masing dan pelanggaran

disiplin Pegawai.

Petugas Fencatat Perilaku Pegawai wajib

melaporkan rekapitulasi kehadiran dan

pelanggaran disiplin Pegawai setiap bulan

kepada Kepala Sub Bagian Urnurrl dan

Kepegawaian atau Sub Bagian yang

menengani kepegawaian.

Pasal 39

Kepala Perangkat Daerah atau Kepala trlnit

Kerja 'bertanggung jawab terhadap

keabsahan pencatatan kinerja yang telah

dibuat.

Kepal"a Ferangfua.t Daerah atau Kepala Unit

Kerja menunjuk Petugas Pencatat Kinerja

Pegawai.

:tsagi Perangkat Daerah yang memiliki
jangkauan dan jumlah Pegawai yang

tersebar dapat rnenunjuk lebih dari 1

{satu} Petugas Pencatat Kinerja Pegawai.

(5)

(6)

(1)

{2t

{3}
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Bagi Perangkat Daerah yang memiliki
jumlah Pegawai yang sedikit, Petugas

Pencatat Kinerja Pegawai dapat dirangkap

dengan Petugas Pencatat Perilaku Pegawai.

Fetugas Pencatat Kinerja Pegawai bertugas

mencatat keterangan terhadap kinerja

yang tidak memenuhi persyaratan.

Petugas Pencatat Kinerja Pegawai wajib

melaporkan rekapitutrasi pencatatan

kinerja setiap bulan kepada Kepala Sub

flagian Umum dan Kepegawaian atau Sub

Bagian yang rnenangani kepegawaian.

Fasal 4O

Kepala Sub Bagian urrum dan Kepegawaian atau

Sub Bagian yang menangani kepegawaian

be.rtanggungi awab dalara :

a. mernadukan pencatatan periXaku Pegawai

dan pencatatan kinerja Pegawai;

b. rnelengkapi dokuryren pendulkung seperti

Surat Perintah Thgas, Surat penugasan,

Surat Cuti dan dokumen lainnya;

c. rnemva{idasi pencatatan perilaku Pegawai

dan pencatatan kinerja Pegawai; dan

d. menyampaikan rekapitulasi catatan

perilaku dan catatan kinerja kepada

Pejabat Penanggungiawab "

PARAF KOORDINASI
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Bagian Kelima

Mutasi dan Status Pegawai

Pasal 41

Dalam hal terjadi perpindahan jabatan Pegawai

baik di datram rrlaupurl di truar Perangkat Daerah,

maka harus ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. melakukan perhitungan aktivitas sampai

terhitung penempatan jabatan baru;

b. melakukan input aktivitas pada jabatan

larna paling larnbat 7 { "juh} hari kalender

setelah menempati jabatan baru.

Pasal 42

Pegawai yang pindah kerja ke Pernerintah

Daerah yang berasal dari Instansi laih di

luar l-ingkup Pemerintatr Daerah pada

tahun anggararl berjalan, maka TPP

berdasarkan beban kerjanya dibayarkan

pada tahun ar:rggajran berikutnya.

Penyesuaian TPP berdasarkan beban kerja

untuk perubahan kelas jabatan bagt

Pegawai ar'aka TPP berdasarkan beban

kerja dibayarkan pada bulan berikutnya

terhitung sejak surat perintah mulai tugas.

Jika Sura.t Perintah Mulai T\rgas terbit

pada tanggal 1 maka yang bersangkutan

dibayarkan dengan jabatan baru.

(1)

(21

{3}
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Apabila tanggal I bertepatan dengan hari
libur, maka Surat Perintah Mulai T\rgasnya

diterbitkan pada hari kerja berikutnya dan

yang bersangkutan dibayarkan dengan

jabatan baru.

Apabila Surat Perintah Mulai T\rgas

diterbitkan di atas tanggal 2 maka TPP

berdasarkan beban kerja dibayarkan

dengan jabatan lama.

Fenyesuaian TPP Berdasarkan Beban Kerja

untuk perubahan kelas jabatan bagi Calon

Pegawai menjadi Pegawai, maka TPP

dibayarkan sesuai jabatannya pada bulan

berikutnya terhitung sejak pelaksanaan

tugas.

Calon Pegawai diberil<an ?PF tserdasarkan
'Beban Kerja sebesar 80o/o sesuai dengan

penempatan dalam jabatan setelah yang

bersangkutan secara nyata melaksanakan

tugas.

Penyesuaian TPP berdasarkan beban kerja

untuk perubahan kela.s jabatan petraksana

dan fr:ngsional tertentu pada tahun

anggara.n berjalan, maka TPP Berdasarkan

Beban Kerja dibayarkan pada bulan

berikutnya.

Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja

yang diherikan kepada Pegawai diba5rarkan

setelah penghitungan secara kumulatif

dalam 1 (satu) bulan paling banyak

sebesar lWo (seratus persen).

(s)

(6)

(71

(8)

(e)

@'-
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Bagian l(eenam

Pembayaran dan Evaluasi Tambahan

Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 43

TPP Berdasarkan Behan Kerja dibayarkan

untuk jangka waktu t2 bulan terhitung

mulai bulan Januari sampai dengan

Desember dan dil<enakan Pqiak

Penghasilan Pasal 2l dari jurnlah yang

akan diterima;

Untuk tertib administrasi pada setiap

pengajuan pembayaran TPP Berdasarkan

Beban Kerja pada setiap bulannya agar

dilengkapi dengan daftar penerima TPP

Berdasarkan Beban Kerja.

Pasatr 44

Kebijakan pemberian TPP berdasarkan

,beban.kerja y.arag diatur datram Peraturan

Bupati ini dievaluasi sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan Anggaran

Pendapatam .darr Belanja Daerah

Kabupaten dan berdasarkan ketentuan

Peraturan Perundang- Undangan ;

Eva}.ra.si sebaga,ineana dimaksud pada ayat

(l) meliputi:

a. besaran Pemberian TPP Berdasarkan

(1)

(2\

(1)

{21
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b. mekanisme dan Indikator Perhitungan

dan/atatr Pembobotan;

c. mekanisme Pembayaran;

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditrakukan olet+ Tirn Ferryusun, ?im

Anggaran Pemerintah Daerah dan pihak

terkait.

BAB VI

TAMBAtr{AN FENGHASII,AN .PEGAWAI

BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS

Pa"sal45

TPP berdasarkan tempat Tempat Bertugas

diberikan kepada Pegawai pada Perangkat

Da.erah yang ,beluur dapat disusun nilai
jabatan

Pegawai pada Perangkat Daerah

dimaksud pada ayat (1)

terdiri dari :

a. Pegawai yang mernangkt* jabatan

fungsional teaaga kepeodidikan dan

non-kependidikan di lingkungan

sekolah yalxg rneliptrti gr[ru, tenaga

administrasi darl penjaga/pesuruh

sekolah; dan

b. Pegawai yarlg n*en*angkt*, jahtee
fuqgsionafl med.is, paramedis dan

penunjang medis yang bekerja pada

R.urnah Sakit, dan Fuskeslr!&s beserta

jariqgannya-

(1)

(21
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P,asal46

Besaran TPP berdasarkan ternpat bertugas bagi

Pegawai sebagaimana dimal<sud dal'am Pasa} 45

ayat {2} diteta'pkara dengan l(eputusan Bupa,ti.

tsAB VII

-TAMBA,I{AN PEI{GT{ASIIS.N PEGA,WAI

BERDASARKAN KEI,ANGKAAN PROFESI

Fa.sa;l 47

TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi

diberikan kepada Fegawai tr'ilegeri Sipi} yang

dalam rnengembarr tugas merniliki

keterampilan khusus dan langka.

Keterampilan khusus dan }angka

dimaksud pada ayat .(1)

adalah profesi yang berhubungan dengan

Medis, Paramedis, knunjang iltredis.

Kriteria dan pem,berian tarabahan

penghasilan berdasarkan Kelangkaan

Profesi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi

ditetapkan deagan Keputusan Bupati.

(1)

(21

{3}
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BAB VIII

TAMtsAHAN PENGITASILAN PEGAWAI

BERDASARKAN KONDISI KDRJA

Pasal 49

{ 1) TPP berdasarkan Kondisi Kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf d diberikan kepada Pegawai karena

mempunyai tanggungiawab besar dalam

pengelolaan keuangan.

(21 Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat

( 1) meliputi:

a. Koord^inator Pengelola Keuangan

Daerah;

b. Pejabat Fengelola Ker.rangan Daerah/

Bendahara Umum Daerah;

c. Pembantu Fejabat Pengelola Keuangan

Daerah;

d. Kuasa Bendahara Umum Daerah;

e. Pembantu Fejabat Pengelola Keuangan

Daerah dan/atau Pernbantu;

f. Pejabat Penandatangan SP2D;

g. Pengguna Anggaran;

h. Kuasa.PerrggunaAnggaran;

i. Pejabat Penatausahaan Keuangan;

j. Staf Fejabat Penatausahaan Ker*angan

k. Bendahara Fengeluaran;

1. Bendahara Penerimaan;

m. Pembantu Bendahara Perrgetruarar4

il.,Bendaleam. Fengeluaran'kmbarltrl;

o. Pembantu Bendahara Penerimaan;

PARAF KOORDINASI
ASSISTEN
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p. Bendahara Penerimaan Pembantu;

q. Pengurus Barang Pengguna;

r. Pengums Barang Pembantu;

s. Pembantu Pengurus tsarang;

t. Pe.iabat Pengadaan;

u. Panitia Pengadaan / Pokja Pengadaan;

v. Pejabat Pembuat Komitmen;

w. Pe.iabat Perneriksa ltrasil Pekeqiaan;

x. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan;

y. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;

P'enentuan Pegawai sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 didasarkan pada Keputusan

Bupati atau Pejabat }ain yang ditunjtlk.

Elresaran TPP berdasarkan kondisi kerja

bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada

ayat (2} ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Pasatr 5O

TPP berdasarkan kondisi kerja Pegawai

yang menjabat jabatan Koordinator

Pengelola Keuangan Daerah, tsendahara

Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum

Daerah, Pembantu Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah &n/atau Pembantu

Bendahara {.Imum Daerah dan Pejabat

Penandatangan SP2D dibayar sesuai

dengan Standarisasi Satuan FXarga yang

ditetapkan oleh Bupati.

PARAF KOORDINASI
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TPP berdasarkan kondisi kerja bagr

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna

Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat

Penatausahaan Keuangan, Pembanttr

Pejabat Penatausahaan Keuangan,

Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Penerimaan, Pernbantu Bendahara

Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran

Penr.banfi,r, Bendahara Penerimaan

Pernbanttr, Pengurus Barang Penggtrna,

Pembantu Pengurus Barang Pengguna

dihitung dari persentase penyerapan

anggaran dikaXi jtmalah honorarium

pengelolaan keuangan sesuai Satuan

Standarisasi Harga {SSH}, deagaa rurnus:

TPP = o/o petlyerapan anggaran x SSH

Skor penyerapan

dengan rumus :

anggaren dihitung

a. skor persentase penyerapan anggaran

untuk Fengguna Angaran, Kuasa

Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat

Kondtmen, Fejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan, Pejabat knatanrsahaarl

Keuangan, Pembantu Pejabat

Penatausa*raa.n Keuangan, Bendahara

Pengeluaran, Bendahar,a Fenerim^aan,

Pembantu Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Pengeluaran Pernbantu,

(3}
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Bendahara Penerimaan Pembantrr,

sebagai berikut :

1. persentase realisasi lebih dari

9Oo/o (sembilan puluh persen),

maka shor persentase

penyerapan anggar€rn sebesar

1OO% (seratus persen);

persentase realisasi lebih dari

80% {delapan puluh persen}

sampai dengan 9oa/o (sembilan

puluh persen), maka skor

persentase penyerapan anggaran

sebesar 95o/o (sembilan prrluh

Iima persen);

persentase reaLisasi lebih dari

70% (tqiuh puluh persen) sampai

dengan SOYo (delapan puluh

persen), maka skor persentase

penyerapa.n anggaran sebesar

90o/o (sembilan puluh persen);

persentase realisasi lebih dari

600/o (enam puluh persen) sampai

dengan 7Wo (tt$uh puluh

persen), raaka skor persentase

penyerapan anggaran sebesar

8O9o (delapan puhh persen);

persentase realisasi lebih dari

5O% (lima puluh persen) sampai

dengan 6Wa (enarn ptlfuh

persen), maka skor persentase

penyerapan anggaran sebesar

7Wo (tujtth ptrluh persen);

2.

3.

4.

5.
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persentase realisasi lebih dari

4AVo (empat puluh persen)

sampai dengan 5O% (lima puluh

persen), maka skor persentase

penyerapan anggaran sebesar

600/0 (enam puluh persen);

persentase realisasi lebih dari

30o/o (tiga pufuh persen) sampai

dengan 40o/o {empat puluh

persen), maka skor persentase

penyerapan anggaran sebesar

5oo/o {lima puluh persen};

persentase realisasi lebih dari

2U/o (dua puluh persen) sampai

dengan 3tr/o {tiga puluh persen),

maka skor persentase

penyerapan anggaran sebesar

zlo% (empat puluh persen);

persentase realisasi sampai

dengan 2Wo (&:a puXuh persen),

maka skor persentase

penyerapan anggaran sebesar

3O% (tiga puhrh persen).

b. skor penyerapan anggaran

sebagaimana dimaksud pada hurrf a

dihitung dengan fitrnus :

YcPenyerapanAngg€ran= * 1gO
otal Angaran Kas Bulanart

skor persentase penyerapan a:lggaran

unttrk ,Pengurus Barang, Pengurus

barang Pembantu dan Pembantu

Pengurus Barang sebagai heri'trrut :

6.

7.

8.

9.

C.

PARAF KOOCOTilNST
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Frsntase pencata.ta,n belanja

modal dan belanja barang

persediaan liebih dari 9Wo

{sernbilan pliltrh persen), rnaka

skor persentase pencatatan

belanja modal dan belanja barang
-persediaan scbesar lOO% {seratus
persen);

persentase pencatatau- belanja
.rnodal dan ,belanja barang

persediaan lebih dari 8Oo/o

(delapan pufuh persen) sampai

deagan 9tr6 ,{sembilan puluh

persen), maka skor persentase

pencatatan belanja modal dan

belanja barang persediaan

sebesar 95o/o (sembilan puluh

Iima persen);

persentase pencatatan belanja

modal dan belanja barang

persediaan rebih darr 7Wa ttqiuh
puluh persea) sampai dengan

8Oo/o (delapan puluh persen),

rnaka skor persentase pencatatan

belanja modal dan belanja barang

persediaan sebesar 9Oo/o

(sernbilan ptr}uh persen);

2.

3.

PARAF KOORDINASI
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persentase pencatatan belanja

modal dan belanja barang

persediaan lebih dari 600/o (enam

puluh persen) sampai dengan

TAah (tujuh puluh persen), maka

skor persentase pencatatan

belanja modal dan belanja barang

persediaan sebesar &Ao/e (delapan

puluh persen);

persentase pencatatan belanja

modal dan belanja barang

persediaan lebih dari 50% (lima

puluh persen| sampai dengan

60a/o (enam puluh persen), maka

skor persentase pencatatan

'betanja modal dan belanja barang

persediaan sebesar 7Aa/o (tujuh

puluh persen);

persentase pencatatan belanja

modal dan belanja barang

persediaan lebih dari 4Oo/o (empat

puluh persen! sampai dengan

5O%o (lima puluh persen), maka

skor persentase pencatatan

'belanja modat dan be{anja barang

persediaan sebesar 6V/o (enam

puluh persen);

5.

6.

paiar KooRDlNAsl
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7. persentase pencatatan belanja

modal dan belanja barang

persediaan lebih dari 3oo/o (tiga

puluh persen) sampai dengan

4Oo/o (empat puluh persen), maka

skor persentase pencatatan

belanja modal dan belanja barang

persediaan sebesar 500/6 (lima

puluh persen);

persentase pencatatan belanja

modal dan belanja barang

persediaan lebih dan 2tr/o {dua
prrluh persen) sampai dengan

SWo (tiga puluh persen), maka

skor persentase pencatatan

belaqia modal dan belanja barang

persediaan sebesar 4Wo fempat
puluh persen);

persentase pencatatan belanja

modal dan belanja barang

persediaan sampai dengan 2Oo/o

(dua puluh persen), maka skor

persentase pencatatan belanja

modal dan belanja barang

persediaan sebesar 30o/o [tiga
puluh persen).

8.

9.
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BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagran Kesatu

Tata Cara Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Dan Kondisi Kerja

Pasal 51

TPP berdasarkan beban kerja dan TPP

berdasarkan kondisi kerja untuk bulan

Januari sampai dengan Bulan November

untuk setiap bulannya dibayarkan pada

bulan berikutnya.

TPP berdasarkan beban kerja dan TPP

berdasarkan kondisi kerja bulan Desember

dibayarkan pada akhir bulan Desember

dengan periode pencatatan tanggal 1

sampai dengan tanggal 2O Desember.

Bagran Kedua

Tata Cara Pembayaran Elerdasarkan Tempat

Bertugas dan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 52

TPP berdasarkan tempat bertugas dan

berdasarkan kelangkaan profesi dibayarkan pada

setiap awal bulan dari hulan Januari sampai

dengan bulan Desember setiap tahunnya.

PARAF KOORDINASI
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BAB X

KETENTUAN I.,AIN-LAIN

Pasal 53

Bagi Pegawai Ya:ng menerima TPP

berdasarkan'bebarl ke{a, rnaka dilarang :

a. menerima irnbalan/ pendapatan lain

kecuali uang transporti dinas, biaya

pe{alanan dinas baik dalam kota,

dalam daerah dan/atau luar daerah

dan uang lembur;

b. menerima honorarium atas segala

bentuk kegiatan yang bersumber dari

APBD kecuali honorarium terkait

pengenrbangan sistem pemerintahan

berbasis elektronik yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah.

Unfi.rk Pegawai yar,rg ditempatkan pada

Perangkat Daerah yang mengelola pajak

dan retribusi daerah Yang masih

mendapatkan bagian dari pemungutan

insentif dari pemungutan pajaklretribusi

maka tidak mendapatkan tagr insentif

pemungutan Pqiakl retribusi"

BAB XI

KE"TENTUAN PDNUTUP

Pasatr 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

maka:

(1)

Nzl
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Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun

2O1O tentang Hari dan Jam Kerja Satuan

Kerja Perarlgkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah

kabupaten Natuna Tahun 2O1O Nomor 8);

Peratr.lran Bupati Natuna Nomor 1 Tahun

2Ol7 tentang Tambahan Pengfiasilan Pada

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan

dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

Kabupaten Natuna (Berita Daerah

kabupaten Natuna Tahun 2OtT Nornor 1).

Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun

2o-17 tentang Tarnbahan Penghasilan

Berdasarkan Beban Kerja Pengawasan

Internal Di Lingkungan Inspektorat

Kabupaten Natuna (Eerita Daerah

kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 6 Tahun

2017 tentang Tar,nbahan Penghasilan

Berdasarkan Beban Kerja Pada

Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan (BP3D) Daerah Kabupaten

Natuna (Berita Daerah kabupaten Natuna

Tahun 2Ol7 Nomor 6);

e. Peraturan Bupati Natuna Nomor: 47 TaP':run

2:Ol7 tentang Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Beban Kerja Di Lingkungan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan

Pelatihan Kabupaten Natuna (Berita

Daerah kabupaten Natuna Tahun 2Ol7

Nomor 47).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

a.

b.

c.

d.
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Pasal 55

Peraturan Ehrpati ini mulai berlaku pada tanggal 2
Januari 201-9

fuar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Natuna.

Ditetapkan di,Ranai

so@

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 3d Degam6sr aolS

nl sexnETARrs DAERAH I

I *"u*urtN NATUNA, (

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN EOIB NOMOR S2
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LAMPIRAN t
PERATURAN BUPATI NATUNA
NoMoRfdrnHuN zors
TEil{TAf'lG
TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PE KE R B*TA}* KAEI.}PATE N NATUh&A

CONTOIiil ST}RAT - ERIN\ITA#{ [{.|GAS

KOP DI|'IAS

trulenindaang

lGpada

Untuk

Tembusan
t. Kepala EKPF KabupatenNatuna
2. lnspekturlnspektorat

*)Coretyang 
tf dak perlu
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SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor:

SuraUsurat undangan / Sry#erir*ah" dari lnduk Organisasi
....nonior... ...ter€gal..

MEMBERI TUGAS

Nama :

:

Jabatan :

Unit Kerip :

M en g ikuti/rn enghad i ri. .

Fadarhari.. .....,tmggd .......s/dtanggal
Sebagai peserta / panitia / pelatih / official/ lainnya" (sebutkan)
Bertempat di......

Bik*aaril<an di
Pada tanggal

KEPAI.A PERANGKAT DAERAH

NAMA
PANGKAT

NIP
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l-AiltPlRAN ll
PERATUBAI{ BUPATI NATUNA
NOMOR UUTAHUN 2018
TENTAT*G
TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN
FETT@{ASIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
FET{ERM{TAI{ 'I(Affi.FATEN NATUNA

CONTOH SURAT TI.JGAS

KOP DINAS

SURAT PENUGASA}*

Nomor:.........

Menimbang : SuraUsurat undangan I nota dtnasl memo I dnsposisi pimpinan**

Kepada : Nama
NIP
Jabatan
Unit Kerja

MEMBERI PERINTAH

:

:

:

:

Untuk

Tembusan:.
Kepala Bagian Tata Usaha / Kepala Sub Bagian Kepegawaian
*) Nomor deregister oleh pencatat perilaku/kasubag tata usaha
**)Coretyang tidak perl u

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN

KABAGHUKUM

KASUBBAG i<

: ilEngikuti/menghadir! rapat / sosialbasi / kunitmgan lapangan / monitoring /
lainnya"" (sebu{kan}
tanggal... ...pukul .......s/d

Dikeluarkan di
Pada tanggal

NAMA(Atasan Langsung)
PANGKAT

NIP

t
NATUNA,



z

2
ct!
ru

e

..t

(,
z
tr
z
H

c

E

{
tr

.g

E oc
Eo

oc
Eo

;

oc6
b Eq

I;l
rt

s
s)

os
Eo

:

oE
d
o

o
d
o p

srL-9

B
v

6

o

ts 6 oc
G
o

:

@g
o
o

oc6
b

i

EoLi-!

{c

s
o.

oq
6
o

oc
G
o

og
G
o Ea

o-
I

5
I

og

6

a oc
Eo

o
Ep
G

ocd
@ G

6
A

a

o
G
o

oc
d
o

:

oco
o

:

Eq
L

Ei4C

BE
H
a

E
oc
d
o

oE6
o

oEg
o E

o4>i

AC

s
0i

E
6c
d'
o

P
d
o

:

ato
6 G

6
o-

o

E

€
q

E F P6
o

ocg
o.

i

oc
so

!

g
sE>t

qc

s
or

E
oEd
o

@E
E
o

i

og
g
o

;

Eor;.!

gqE
ZY:<XFIAUZ g

E

E+

c

E E-

g
:E

ts

f
F
di
!a
'E
o
E
-9r
hg'EE
azo:o:
ov
oa6olf'
G
Y

z

oz a,l {

c
Es
EF
t
G1'
G
s.
@

'u g4
tr<l6-l
FUfl

E) <IE
=<( -tB,Ea. 

=lcdrsg >lg=

"ilzo<odz
rD .>

.:.-tP

&

il
li

$T4
4-
Fq

LJ;

CI

8"8-4
4t
8-

{.

z
u'!
i"*
w
$
cn
d

E3Y
:3
A

co

:c

e
m
c0
J

!a

*
E

Es sFE P
=E.Bg E

EE efrE*;
fEoY6oF

E* EEEEE
.9EsE iti.+.ll
E E ooot:')
*E-
g6E
E EE96.8ts qE
EEE
?EE-sf E o €$EE -g }EgI= EE EE*
=FB E"S 8gB

EE;$TFFE,?#FP
EEEFidsFPSdF
b$.X;rs

I

6

=6Uq
z
dgs=
g=
o6
{-<<f. E3z F-

J 2<Eo <ts

E; EH
_aa H=
Effie**
iEEEE=

&
rq

n
F
Moz
d
E]
F,{
F{

M



za<o
JZ
laZ

tr
=(tt-
E
lE
t,
,c
io
3(o

rLlEH
il?F IUI

E f d_gES HP^g-- >l E=

-

;
E
a
o.
t

tt6hE E EES u.; ?tE s9E EE#-'
$eEFfgEEg
gaa"Ynril

Fi+8EP8de
d

g
a
G

t
t
E

.g

E
6
6
6

E
!a

o,

p
p

L:
c

-E;,i
CD -E

Gct
Lo
o}l;

G
d
Raa<6ts!9€EEE=Ea@oo6GrOY@@F

-4€Egt5=-5
FOOOOO

ilxtrlltrn
<Gr.=6*
=.o.oo.oo

z
(,
z
*
ct
t..
H
V

t

J

z
tr
2
a
&
tt

s
d

a

E 6Eo
o

re
6
6

oeo
o 6

6
o-

N

b
do.

d
oe:r
d

ocd
6

6l

3i
"l
-l
:l
l

Eil
o-

o
sr

'E

v

6
G
o

€
oE
Eo

I
Eo

:

o
Eo E

G,
IL

6

bc
o.

E r a

E

9
!
o

EtIo Eo
.L

I

p
e

a
E
at)

E
(,
E
6
E

i

ocs
E

:
:

oc
g

!

h
o
o-

.5b

A

E
T o

E
Eo

6EG
o

aE
G
o 6

s
o-

d

o

sa
d
a

oe0
o

6
6
o

6g
G
6 Po

o-

&
dr

E o oc
g.
e

:

o
g.
o

o
Eo Eoe

@

I

4

@
E
d
a

e r rc
G
o

oE
Eo

:

aE
Eo e

6
o-

'6
d

A<

oGE
o

oE
eo

!

oE
Eo

:

I
!
o-

>E*

$EE?iEcEa
t

I
E

*3c
i

E 6
I

6

i:

fF
dYI
6
o
.h^o:EI:Eo
'FE
eza:o:avog
6oGE
oe
u.

z
z

N

z 4
E

Fl
trIg

fr

H
fr

o

(r?
4
1!p

ffitr
oo\.,
tL4
w

4
EI.

\
t

z
lUF
w
@

=
:<

I

o
dl

o
oo
=a
Y

6
a
B
C'U&
ztq2
Ets
fr=ztI
=k*qgE

< <9z F-l -+E= EE<=E: 
=E3= =ltr

=ffi-EEEEgEEE5H=HS=

tdra

4
frl

o
Ei

V(,
z
E
fdti
er
o
M



I

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMORASTAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHAS]LAN PEGAWA] DI LINGKUNGAN
PEflTER}NTAH KABUFATE}* NATUNA

FORMUL{R CATATAN AKT.IVITAS HARIAN PEGAWAI

CATATAN AKTWITAS' HARIAN PEGAWAI

Nama

Jabatan

KelasJabatan

Hari

Tanggal/Bulanff.ahun

No Aktivitas Output IlYaktu (ll/tenit)

Jumlah Satuan
1 2 3 4 5

A. TUGAS UTAMA
1

2

3.

Dst

B. TUGAS TAMBAHAN
1

2

Dst

TOTAL waktu

Demikian catatan Aktivitas ini difu at dengan sebenar-benamya.

Mengetah uilMenyetujui,

Atasan Langsung(Yang Bersangkutan)
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